BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM KABUPATEN TANA TORAJA DALAM BENTUK NON KAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelesaian hutang perusahaan daerah
air minum kepada Pemerintah Pusat secara non kas sesuai
ketentuan Pasal 3 ayat {2) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah
dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan
Daerah Air Minum, telah ditetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan

Daerah Air Minum Kabupaten Tana Toraja Dalam BentukNon
Kas;

b. bahwa menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 45.B/LHP/XIX.MKS/ 66/2018, maka
Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun
2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tana Toraja Dalam
Bentuk Non Kas, perlu diubah dan disesuaikan dengan Berita
Acara Nomor 310/XII/2013 dan Nomor 05/NKB/XII/2013
tentang Serah Terima Pengelolaan dan Aset Perusahaan
Daerah Air Minum Kabupaten Tana Toraja yang berada di
Wilayah Kabupaten Tana Toraja kepada Pemerintah
Kabupaten Toraja Utara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tana Toraja
Dalam Bentuk Non Kas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;



10.

L1,

)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor. 65,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286};

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem
Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5802);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Kuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan

Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;



12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor31/PMK.05/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan
Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening
Pembangunan Daerah pada PDAM (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 280);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016
tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat
kepada Pemerintah Daerah dan Penyertaan Modal Daerah
kepada Perusahaan Daerah Air Minum Dalam Rangka
Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada
Pemerintah Pusat secara Non Kas;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja
Nomor 3 tahun 1985 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air
Minum Kabupaten Daerah Tingkat Il Tana Toraja;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2011
tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air
Minum Kabupaten Tana Toraja;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2016
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tana Toraja Dalam
Bentuk Non Kas (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tana Toraja Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
dan
BUPATI TANA TORAJA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR S5 TAHUN 2016 TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TANA TORAJA
DALAM BENTUK NON KAS.

Pasal 1

Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tana Toraja Dalam Bentuk Non Kas
(Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 15} disisipkan 1 (satu) ayat
yakni ayat (2a), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan Modal Daerah pada PDAM
dalam bentuk non kas.
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(2) Besaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PI?AM dalam bentuk
non kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) . dltetapkar.l sebesar
Rp25.398.496.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh
Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah).

(2a) Besaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM dalam bentuk
non kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp12.449.247.348,91
( Dua Belas Milyar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ra:tus
Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah Sembilan
Puluh Satu Sen) dikembalikan PDAM kepada Pemerintah Daerah untuk
selanjutnya dihibahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyertaan modal
Pemerintah Daerah kepada PDAM dalam bentuk non Kas sebagaimana
dmaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana
Toraja.

Ditetapkan di Makale

pada tanggal 25 maret 2019
BUPATI TANA TORAJA,

NICODEMUS BIRINGKANAE
Diundangkan di Makale

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

SEMUEL TANDE BURA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2019 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUP

ATEN TANA TORAJA, P
SULAWESI SELATAN: NOMOR B.HK.HAM.01.016.19. R
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

KABUPATEN TANA TORAJA
UMUM

Sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dan PDAM terkait mekanisme
dan Tata cara penerimaan hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah
Daerah dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum
kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas, dan penyertaan modal daerah
kepada PDAM, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tana Toraja Dalam Bentuk Non
Kas.

Bahwa menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor
45.B/LHP/XIX.MKS/ 66/2018, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tana
Toraja Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tana Toraja Dalam Bentuk
Non Kas, perlu diubah dan disesuaikan dengan Berita Acara Nomor
310/XI1/2013 dan Nomor 05/NKB/XII/2013 tentang Serah Terima
Pengelolaan dan Aset Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tana Toraja

yang berada di Wilayah Kabupaten Tana Toraja kepada Pemerintah
Kabupaten Toraja Utara.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 26



